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“If you can’t fly, then run. If you can’t run, then walk. If you can’t 
walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving 
forward.” 
 
(Martin Luther King Jr) 
 
 
“Jika tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika tidak bisa 
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In early 2019 the people of Karangnongko Sewon Bantul Hamlet gave a report to 
the Bantul DLH, this reporting was caused by contamination of their irrigation channels. 
in this case of pollution the community said they had felt this pollution for more than 
10 years. The irrigation canal contamination is suspected came from PT Samitex's 
waste disposal. Based on the the case above, the author made this thesis with purpose 
of finding out the local government role especially the Bantul local government, is it 
appropriate with Indonesian environmental law. In this study, the author used an 
empirical legal method and the author conducted field research and conducted 
interviews with related parties. The results show that the Bantul Regional Government 
has done their jon appropriately based on provisions stipulated in the Indonesian 
Environmental Law. the Bantul Regional Government together with DLH DIY solved 
this problem through mediation method. 
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A. Latar Belakang 
Lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan 
eksistensinya untuk menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Kelestarian 
fungsi lingkungan hidup harus tetap dijaga, agar dapat berguna bagi hidup manusia. Menurut Pasal 
1 angka 1 Undang - Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup 
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk   
manusia   dan   perilakunya, yang mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan perikehidupan,  
dan  kesejahteraan  manusia  serta makhluk hidup lain. 
Lingkungan hidup memiliki beberapa unsur penting salah satunya air. Air merupakan 
unsur yang sangat penting bagi seluruh manusia, khususnya masyarakat Indonesia sebagai 
masyarakat agraris di mana kebanyakan masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani atau 
hidupnya berdasarkan hasil tani. Pemanfaatan air ini dioptimalkan oleh petani Indonesia dengan 
sebuah sistem yang disebut sistem irigasi. 
Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha pertanian dan perikanan. 
Hal ini dikarenakan irigasi digunakan sebagai penyediaan, pembagian, pengambilan, pemberian 
serta pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai 
penunjang produksi pertanian dan perikanan. Dalam bahasa Belanda, kata irigasi yaitu bevloeien. 
Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu irrigation yang berarti pengairan atau penggenangan.1  
                                               
1 Muchlisin Raidi , Pengertian, Tujuan dan Jenis-jenis Irigasi - KajianPustaka.com. 22 Nov. 2018, 
https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis-irigasi.html. diakses 5 Jun. 2020. 
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Menurut Hansen irigasi didefinisikan sebagai pemanfaatan air yang terdapat dalam tanah 
guna memenuhi kebutuhan cairan untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa 
irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang 
pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi 
pompa, serta irigasi tambak. Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli tentang irigasi, dapat 
dikatakan, bahwa fungsi irigasi adalah sebagai pemasok kebutuhan air pada tanaman, menjadi 
ketersediaan air di musim kemarau dan mengurangi kerusakan sawah.2 
Dalam perjalanan waktu, banyak sistem saluran irigasi yang rusak dan air dalam saluran 
itu tercemar akibat aktivitas manusia seperti kegiatan perindustrian dan lain-lain. Salah satu 
contohnya ialah kasus yang terjadi di Dusun Karangnongko, Bantul selama beberapa tahun ini. 
Irigasi merupakan bagian penting bagi warga Dusun Karangnongko, Sewon, Bantul. Hal 
ini dikarenakan sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani. Berkaitan dengan pertanian, 
maka irigasi menjadi unsur penting bagi  keberlangsungan kegiatan pertanian yang juga menjadi 
sumber pendapatan warga Dusun Karangnongko seperti yang sudah dijelaskan. 
Sistem irigasi di Dusun Karangnongko mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah 
dari PT. Samitex yang mengakibatkan disfungsi sistem irigasi. Hal ini dibuktikan dengan 
ditemukanya BOD, COD, DO, Fosfat, Sulfida, detergen, warna, dan TSS yang melebihi bahan 
baku mutu lingkungan (BML). Selain itu, saluran irigasi warga juga ditemukan berbau menyengat 
karena mengandung (NH3) dengan tingkat kandungan 12.3 dimana baku mutu yang dianggap 
                                               
2 Nurul Sari, 2017, “Uji Kinerja Emitter TD4 Pada Sistem Pertanaman Hidroponik Menggunakan Tanaman 
Selada (Lactuca Sativa)”,Skripsi,Fakultas Pertanian, Universitas Hassanudin Makasar, hlm.06 
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aman (BMAL) ada di tingkat 8. Hal ini telah menjadi permasalahan selama 10 tahun terakhir yang 
berdampak besar bagi warga Dusun Karangnongko. Permasalahan ini sebelumnya sudah pernah 
disampaikan oleh warga kepada Kepala Desa dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, namun tidak 
mendapat tanggapan apapun. Dalam Kasus ini Pemerintah Daerah Bantul juga terkesan lambat 
dalam penanganannya, karena kurang lebih 10 tahun lalu belum ada sanksi tegas terhadap PT 
Samitex. 3 
Semestinya dalam permasalahan ini Pemerintah Daerah Bantul khususnya Bupati Bantul 
memberikan bantuan kepada masyarakat dusun Karangnongko, dikarenakan pemberian bantuan 
baik secara hukum maupun non hukum merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang No. 32 
Tahun 2009 Pasal 71 ayat (1) menjelaskan bahwa  bupati sesuai  dengan   kewenangannya wajib 
melakukan pengawasan  terhadap setiap usaha dan atau kegiatan usaha agar mematuhi  ketentuan  
yang  telah ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan  dan  
pengelolaan  lingkungan hidup.  
Maka berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami, Bupati Bantul yang merupakan unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan di tingkat kabupaten Bantul memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan 
terhadap setiap kegiatan usaha yang berada di daerahnya. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan 
hidup. 
                                               
3 Juliana Pradana "Hasil Lab DLH DIY : Limbah PT. Samitex dan Rumah Usaha ...." 30 Jul. 2019, 




Dalam melakukan pengawasan, Bupati dapat dibantu oleh pejabat dari instansi teknis yang 
bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat atau 
instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dapat ditetapkan sendiri oleh Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten. Oleh karena itu 
Pemerintah Daerah Bantul khususnya Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup berwenang untuk 
memberikan perlindungan dan bantuan hukum serta melakukan pengawasan terhadap kasus 
pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.Samitex. 
Namun Pemerintah Daerah Bantul khususnya Bupati Bantul dan Dinas Lingkungan Hidup 
Bantul kurang responsif dalam melakukan penanganan pencemaran lingkungan ini. Berangkat dari 
kasus ini, maka skripsi ini ditulis dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian 
Masalah Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus PT Samitex)” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peran pemerintah kabupaten Bantul dalam penyelesaian masalah pencemaran 
saluran irigasi di Dusun Karangnongko Sewon Bantul? 
2. Apa saja kendala dan solusi pemerintah kabupaten bantul dalam penyelesaian masalah 
pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko Sewon Bantul? 
C. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam penyelesaian 
pencemaran saluran irigasi di dusun Karangnongko, Sewon, Bantul.  
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2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Bantul dalam 
penanganan kasus PT. Samitex. Serta mengetahui solusi apa saja yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah.    
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat bagi penulis dan pembaca untuk meningkatkan kesadaran penulis maupun 
pembaca bahwa masih banyak pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kegiatan usaha 
dan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. 
2. Manfaat bagi warga Dusun Karangnongko supaya permasalah ini segera diatasi oleh 
Pemerintah Daerah. Agar mendapatkan kembali saluran irigasi yang baik dan bersih 
3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah supaya mengerti permasalahan yang dialami oleh warga 
Dusun Karangnongko akibat pencemaran limbah PT Samitex dan lebih mengerti 
bagaimana tindakan yang seharusnya diambil. 
4. Manfaat bagi Ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menambah serta berkontribusi dalam perkembangan Ilmu pengetahuan 
di bidang hukum lingkungan terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan akibat dari 
pembuangan limbah industri. 
 
E. Keaslian Penelitian 
Dalam proses penulisan, saya telah melakukan pencarian pada beberapa referensi dan 
penelitian-penelitian terdahulu pada portal akademik, dan kepustakaan. Peneliti tidak menemukan 
judul yang sama persis dengan penelitian penulis. Penelitian ini adalah hasil karya penelitian 
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penulis sendiri, asli dan bukan tiruan, plagiasi, ataupun duplikasi dari penelitian-penelitian lain. 
Berikut adalah beberapa skripsi-skripsi yang dijadikan penulis sebagai modal referensi atau 
pembanding karena kemiripan (bukan kesamaan) dengan Judul yang peneliti angkat: 
1. Endyar Simbolon NPM 130511366, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta   
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam  Pengendalian 
Pencemaran Sebagai Akibat Limbah Rumah Pemotongan 
Hewan Di Kecamatan Pleret,  
Rumusan Masalah : Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana 
peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian 
pencemaran sebagai akibat limbah Rumah Pemotongan 
Hewan (RPH) di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. 
Hasil Penelitian : Hasil pengamatan dari penelitian ini bahwa pemberian sanksi 
oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul dinilai belum diberikan 
secara tegas. Hal ini dikarenakan RPH Segoroyoso tidak 
melaporkan secara berkala kepada DLH tentang laporan hasil 
baku mutu air sungai sehingga pengendalian pencemaran oleh 
DLH sedikit terganggu. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
komunikasi dan adanya perbedaan persepsi terkait kewenangan 
pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah UPT RPH 
Segoroyoso antara dua lembaga yaitu, DLH dan Dinas Pertanian 
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Pangan Kelautan dan Perikanan yang membawahi UPT RPH 
Segoroyoso. 
2. I made Elpera Yuda NPM 07 05 09799, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta  
      Judul : Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan 
Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta  
Rumusan Masalah :  
a. Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta 
Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian 
Lingkungan Di Kota Yogyakarta?  
b. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota 
Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry tersebut? 
Hasil Penelitian : Hasil dari pengamatan dan penelitian ini bahwa Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam 
Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta 
sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Hal ini dikarenakan 
adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta. yaitu salah 
satunya banyak usaha laundry yang belum berizin di Kota 
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Yogyakarta dan proses pembuangan limbah belum sesuai 
dengan tahapan yang ditentukan oleh BLH Kota Yogyakarta.  
3. Amelia Nur Halimah NPM 150512095 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta  
    Judul :Proses Penyelesaian Sengketa Tentang Pemanfaatan Air 
Tanah Antara Hotel Fave Dengan Masyarakat Miliran Di 
Yogyakarta. 
Rumusan Masalah: 
a. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan air tanah 
antara Hotel Fave Yogyakarta dengan warga di Miliran? 
b. Apa saja kendala dalam penyelesaian konflik air tanah antara Hotel Fave 
dengan warga Miliran? 
Hasil Penelitian : Hasil pengamatan dan penelitian ini penyelesaian sengketa 
antara Hotel Fave Yogyakarta dengan warga di Miliran 
dilaksanakan di luar pengadilan dengan cara musyawarah 
antara warga Miliran dengan Hotel Fave Yogyakarta meskipun 
dalam prosesnya kurang berjalan lancar dikarenakan Hotel 
Fave Yogyakarta merasa tidak bersalah. Kemudian kendala 
yang dihadapi dalam penyelesaian konflik air tanah milik 
warga Miliran ialah susahnya warga Miliran mengajak pihak 
Hotel Fave Yogyakarta untuk melakukan musyawarah 
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dikarenakan Hotel Fave Yogyakarta merasa penyebab 
kekeringan dikarenakan kemarau panjang bukan salah mereka. 
Ketiga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan tersebut 
terletak pada pokok penelitianya. Skripsi pertama berpokok pada pengendalian limbah rumah 
pemotongan hewan di Kecamatan Pleret. Skripsi kedua berpokok pada pengawasan kegiatan usaha 
cafe sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta, kemudian skripsi 
ketiga berpokok pada penyelesaian sengketa pemanfaatan air tanah dimana Hotel Fave Yogyakarta 
melakukan pengeboran yang membuat sumur warga Miliran kering. Sedangkan penelitian penulis 
berpokok pada peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Bantul dalam 
menyelesaikan masalah dari pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul yang diambil dari 
kasus PT. Samitex.  
F. Batasan Konsep  
Dalam penulisan penelitian ini mempunyai batasan terhadap beberapa konsep yang 
berhubungan dengan judul yang dibuat yaitu “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian 
Masalah Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus PT Samitex)” 
1. Peran:  
Peran merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan 
diharapkan oleh individu atau kelompok individu. Hal ini diakibatkan dari jabatan 
tertentu atau akibat dari menduduki posisi sosial tertentu dalam tatanan masyarakat 
 
2. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah: 
a. Bupati Kabupaten Bantul 
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Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan menjaga kesejahteraan 
umum di tingkat kabupaten.  
b. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bantul 
Pengertian Dinas Lingkungan Hidup Bantul adalah unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah Bantul yang dipilih secara langsung oleh Bupati Bantul 
untuk mengawasi Lingkungan Hidup Daerah Bantul, yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
3. Pencemaran: 
Pencemaran berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, 
zat, energi, komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 
melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 
4. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah sebuah proses atau cara untuk 
menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang 
berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup.4 
5. Saluran Irigasi: 
                                               
4 Triwanto,2009, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 




kegiatan penyediaan air untuk mendukung pertanian, dapat berupa irigasi air 
permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, maupun irigasi untuk tambak5 
Dengan demikian yang dimaksud dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam 
Penyelesaian Masalah Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus PT 
Samitex) adalah tindakan Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Bantul terhadap 
penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dari tindakan yang berpotensi atau telah 
berdampak pada lingkungan hidup di saluran irigasi Kabupaten Bantul khususnya Dusun 
Karangnongko Sewon Bantul yang dilakukan oleh PT samitex.  
G. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 
empiris atau penelitian hukum sosiologi ialah penelitian terkait perilaku sosial masyarakat dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan norma hukum, atau dapat dijelaskan juga penelitian empiris adalah 
penelitian yang mengkaji perilaku yang timbul dalam masyarakat akibat adanya interaksi antara 
norma hukum yang berlaku (hukum positif) dalam masyarakat. Sederhananya penelitian hukum 
empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku di dalam kehidupan 
masyarakat.  
Maka berdasarkan penjelasan tentang penelitian hukum empiris di atas, data yang akan 
diambil oleh penulis yakni data yang diambil langsung dari masyarakat atau pihak-pihak yang 
berhubungan secara langsung dengan pokok permasalahan penulisan ini. Pengambilan data yang 
                                               
5Muchlisin Riadi, Loc.Cit.  
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akan digunakan penulis yaitu dengan studi lapangan baik melalui wawancara maupun pengamatan 
dan kemudian data yang didapatkan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah 
dituliskan diatas. 6 
2. Sumber Data 
Dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini sumber data yang 
digunakan dapat dibagi menjadi dua yaitu:  
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber di lapangan. 
Baik individu ataupun perorangan sebagai hasil dari observasi dan wawancara langsung. 
Dalam penelitian hukum ini data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada pihak-
pihak yang terkait, yaitu Bupati Bantul, Dinas Lingkungan Hidup Bantul dan warga Dusun 
Karangnongko Sewon Bantul serta pihak PT Samitex. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan menggunakan media, 
baik dengan media cetak maupun dengan elektronik atau dapat berupa penelitian 
kepustakaan yang berupa bahan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian 
ini untuk mengumpulkan data Sekunder penulis akan menggunakan sebagai berikut: 
1) Bahan hukum Primer: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
                                               
6 Jonaedi Efendi dkk,2018, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empirs, Prenada Media Group, 
Depok, hlm. 149. 
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b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup  
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 
tentang Irigasi  
g) Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 
h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul  
 
2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari: 
a) Jurnal, buku, internet dan berita yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan. 
b) Pendapat hukum oleh para ahli, hasil penelitian, dan dokumen yang 
diberikan dari narasumber. 
3. Cara Pengumpulan Data 




a. Studi lapangan: 
Studi lapangan digunakan mengumpulkan data primer. Dengan cara 
menggunakan wawancara, mengobservasi lokasi secara langsung. 
Wawancara dilakukan kepada narasumber terkait yaitu Bupati Bantul, 
Dinas Lingkungan Hidup Bantul, dan masyarakat Dusun Karangnongko 
Sewon Bantul serta pihak PT. Samitex dan mengobservasi lokasi digunakan 
untuk melihat keadaan secara langsung bagaimana dampak pencemaran 
yang dilakukan oleh PT Samitex. 
b. Studi kepustakaan:  
Studi kepustakan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 
dari membaca peraturan, buku-buku, jurnal, modul, berita, serta Undang-
Undang yang berhubungan dengan kasus ini. 
4. Responden: 
Responden adalah seseorang atau subyek yang memiliki informasi berupa jawaban 
dari pertanyaan peniliti terkait dengan penulisan penelitian hukum yang diteliti. Maka 
dalam penulisan ini peleiti akan mengambil responden dari pihak Pemerintah Daerah 
Bantul yaitu: 
a. Bapak Isa Budihartomo selaku Kepala BAPPEDA Bantul  
b. Bapak Bambang Sudirmanto selaku Kepala bidang Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
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Serta dalam penulisan ini penulis juga akan mengambil responden dari masyarakat 
yang terkait dengan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas yaitu:  
a. Bapak Waskito selaku Kepala Dukuh Pelemsewu 
b. Bapak Surojo selaku Ketua RT 09 Karangnongko 
 
 
5. Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif di mana analisis 
data yang dilakukan dengan memaparkan secara rinci kenyataan, keadaan, dan 
permasalahan atas suatu objek dalam bentuk kalimat untuk memberikan deskripsi yang 
lebih jelas terhadap kasus yang diteliti, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu 
















1. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Bab II, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa Pemerintah Daerah Bantul telah melakukan peranya sesuai dengan UU No 32 
tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat 
terlihat saat terjadi pelaporan yang masuk ke dalam DLH Kab Bantul, DLH Kab 
Bantul langsung melakukan peninjauan bersama dinas-dinas yang terkait yaitu 
BAPEDA Kab Bantul, DPUP Kab. Bantul dan Dinas Pertanian Kab Bantul. DLH Kab 
Bantul dalam peninjauan juga mengambil sampel untuk menemukan kandungan apa 
saja yang masuk ke dalam saluran irigasi tersebut peninjauan dan pengambilan sempel 
ini sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 Pada Pasal 74 (1).  Meskipun Pemerintah 
Daerah Bantul telah mengetahui bahwa DLH DIY yang berwenang untuk 
menyelesaikan kasus pencemaran ini Pemerintah Daerah Bantul tidak kemudian lepas 
tangan. Hal dapat terlihat DLH Kab. Bantul berserta BAPEDA Kab Bantul ikut 
menjadi mediator bersama DLH DIY dengan mebentuk tim kecil untuk menyelesaikan 
sengeketa pencemaran saluran irigasi milik Dusun Karangnongko. Pemberian fasilitas 
untuk menyelesaikan sengeketa ini sesuai dengan Pasal 63 (3) UU No 32 tahun 2009. 
DLH Kab. Bantul berserta BAPEDA Bantul juga melakukan pemeriksaan dan 
meminta keterangan kepada kegiatan usaha yang mencemari saluran irigasi Dusun 
Karangnongko termasuk PT Samitex. Serta DLH Kab Bantul bersama BAPEDA Kab. 
Bantul dan DLH DIY memberikan sanski adminitratif bagi PT Samitex dan kegiatan 
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usaha yang ikut mencemari saluran irigasi Dusun Karangnongko pemberian sanski 
adminitratif ini sesuai dengan Pasal 76 UU No 32 tahun 2009. 
2. Kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kab Bantul saat melakukan 
penyelesaian sengketa pencemaran saluran irigasi milik dusun Karangnongko sesuai 
dengan penjelasan Bapak Bambang yaitu kurangnya sistem dan teknologi untuk 
mengetahui awal terjadinya pencemaran membuat terkadang hasil sampel yang di 
ambil pada hari sebelumnya berbeda dengan hari berikutnya, kurangnya petugas 
lapangan yang di miliki DLH Kab. Bantul, dan dibutuhkan waktu yang lama untuk 
mencari zat-zat apa saja yang masuk ke dalam saluran irigasi tersebut. Kemudian 
Solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meminimalisir kendala ini ialah 
selalu berkordinasi dengan dinas yang terkait yaitu BAPEDA Bantul sebagai dinas 
yang ditunjuk untuk membantu dan DLH DIY selaku dinas yang berwenang 
menyelesaikan sengketa ini, kemudian melakukan pengambilan sempel secara berkala 
agar mendapatkan data yang lebih akurat dan lengkap. 
 
B. Saran 
Peran Pemerintah Daerah Bantul dalam penyelesaian pencemaran saluran irigasi 
milik Dusun Karangnongko diharapkan bisa dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Bantul. 
Agar apabila terjadi pencemaran lainya Pemerintah Daerah bergerak dengan cepat dan 
tepat, menurut penulis juga ada beberapa hal yang perlu kembangkan lebih lanjut seperti 
misalnya lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat 
Bantul mengerti bagaiamana cara melakukan pelaporan jika terjadi pencemaran atau 
perusakan lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Bantul. Kemudian Pemerintah 
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Daerah Bantul juga bisa memberikan sosialisasi kepada penanggung jawab kegiatan usaha 
agar selalu menaati peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan pentingnya 
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